
 

PEMERINTAH  KABUPATEN  SAMPANG 
 

PERATURAN BUPATI SAMPANG 

 

 

NOMOR  :     10    TAHUN  2010 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR  12 TAHUN 2009 

TENTANG  PETUNJUK  PELAKSANAAN  PERATURAN  DAERAH  

KABUPATEN SAMPANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG  

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI  SAMPANG, 

 

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa ketentuan pencatatan 

pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun terhitung 

sejak tanggal 1 Januari 2010 dan untuk melaksanakan Surat Menteri 

Dalam Negeri tanggal 10 Agustus 2009 Nomor : 472.11/2845/SJ Perihal 

Perpanjangan Masa Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran serta 

untuk memberikan perlindungan dan jaminan pada hak-hak anak agar 

dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal 

terkait dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak, maka dipandang perlu diatur kembali dengan 

melakukan perubahan pengaturan pencatatan pelaporan kelahiran 

sebagaimana dituangkan dalam Pasal 84 ayat (1) Peraturan Bupati 

Sampang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan 

Daerah Kabupaten Sampang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang 

Administrasi Kependudukan; 

b.  bahwa  ..... 
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  b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka 

perlu merubah Peraturan Bupati Sampang Nomor 12 Tahun 2009 yang 

ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sampang; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 

ayat (1); 

 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran 

Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Tahun 

Nomor 3019); 

  3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran 

Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

3474); 

  4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri 

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3882); 

  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4235); 

  6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 

  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 

  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 

  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan 

Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 63, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4634); 

10.  Undang-Undang  ..... 
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  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4674); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 202, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4593); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi 

Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4736); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 

  15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 

Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 

  16. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata 

Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 

  17. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan 

Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2004 

Nomor 119); 

  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;  

  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 

  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis 

dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 

21.  Peraturan  ..... 
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  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang 

Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang 

Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang Nomor 6 

Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang Tahun 1989 Seri C); 

  24. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang 
Tahun 2008 Nomor 21); 

   25. Peraturan Bupati Sampang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 21 Tahun 
2008 Tentang Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten 
Sampang Tahun 2009 Nomor 12); 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan  : PERATURAN BUPATI SAMPANG TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 12 TAHUN 2009 
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN SAMPANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG 
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. 

 
Pasal  I 

 
Mengubah beberapa ketentuan Peraturan Bupati Sampang Nomor 12 Tahun 2009 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2009 Nomor 12), 
diubah sebagai berikut : 
1. Pasal 84 ayat (1) berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut : 

“Pasal 84 
 

(1) Ketentuan pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun 
sejak tanggal kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2), wajib 
dilaksanakan paling lambat pada tanggal 1 Januari 2011. 
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Pasal  II 

 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut tanggal 

1 Januari 2010. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang. 

 

   Ditetapkan di : Sampang 

   pada tanggal : 8  Juni  2010 

 

  BUPATI  SAMPANG, 

 
 

       NOER TJAHJA 

 

Diundangkan di : Sampang 

pada tanggal : 8  Juni  2010 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG 

 

 

drh. HERMANTO SUBAIDI, MSi 
 Pembina Utama Muda 

 NIP. 19620323 198903 1 014 
 

Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2010 Nomor  :  

 

 


